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Abstrak
 

Pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) menjadi salah satu fokus pemerintah

dalam mendukung transisi energi bersih dan pengurangan emisi karbon. Sebagai langkah strategis,

pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah atas penyerahan KBLBB roda empat tertentu,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 dalam mendorong

produksi, distribusi, dan konsumsi KBLBB di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi

implementasi kebijakan serta hambatan utama yang terjadi dalam penerapan kebijakan tersebut sesuai

dengan PMK No. 8 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle yang

menekankan pada faktor isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of

implementation). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma post-

positivist, serta mengkombinasikan studi pustaka dan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan

data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik dan berhasil

mendorong pertumbuhan penjualan kendaraan listrik dengan peningkatan pangsa pasar hingga 3,9% pada

tahun 2024. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang bertujuan untuk membuat kendaraan listrik lebih

terjangkau dan mempercepat transisi ke teknologi ramah lingkungan. Namun, pelaksanaan kebijakan

menghadapi hambatan berupa kurangnya sosialisasi kepada PKP, keterbatasan sumber daya manusia dan

teknologi, serta mekanisme insentif yang membebani dealer secara finansial. Ketidaksinkronan kebijakan

dengan kondisi lapangan, minimnya keterlibatan aktor utama, serta ketidakpatuhan dan kurangnya

transparansi juga menghambat efektivitasnya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan sistem

teknologi informasi, peningkatan koordinasi, dan pendekatan berbasis risiko guna memastikan responsivitas

dan kepatuhan, sehingga kebijakan dapat mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik serta mencapai

tujuan fiskal dan lingkungan yang berkelanjutan.

......The development of battery-based electric vehicles (EVs) has become one of the government's focal

points in supporting the transition to clean energy and reducing carbon emissions. As a strategic measure,

the Indonesian government introduced a policy on the preliminary refund of excess Value Added Tax

(VAT) borne by the government for the delivery of specific four-wheeled EVs, as stipulated in Minister of

Finance Regulation (PMK) No. 8 of 2024, to encourage the production, distribution, and consumption of

EVs in Indonesia. This study aims to identify the implementation of the policy and the main obstacles

encountered in its application under PMK No. 8 of 2024. This research applies Grindle's policy

implementation theory, emphasizing the content of policy and the context of implementation. The research

employs a qualitative approach with a post-positivist paradigm, combining literature studies and in-depth
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interviews as data collection methods. The findings indicate that the implementation of this policy has been

successful, driving the growth of electric vehicle sales with a market share increase of 3.9% in 2024. This

aligns with the policy's objective of making EVs more affordable and accelerating the transition to

environmentally friendly technology. However, the implementation faces several challenges, including a

lack of outreach to taxable entrepreneurs (PKP), limited human and technological resources, and an

incentive mechanism that imposes financial burdens on dealers. Misalignment between policy design and

field conditions, minimal involvement of key actors, as well as non-compliance and lack of transparency,

further hinder its effectiveness. To address these challenges, it is essential to strengthen information

technology systems, improve coordination, and adopt a risk-based approach to ensure responsiveness and

compliance. These measures will enable the policy to effectively support the acceleration of electric vehicle

adoption while achieving sustainable fiscal and environmental objectives.


